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PUTUSAN
Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Msb

e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxxx
XXXXX XXXXxX, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XxxxxXx,
tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

418/Pdt.G/2020/PA.Msb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
hari Kamis, tanggal 21 November 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Bone, XXXXXXXXX
XXXX XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 286/39/X1/1996 pada
tanggal 22 November 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dirumah

kediaman orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman Penggugat dengan
almarhum suami pertama di  XXXX  XXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXX XXXXX;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang
anak bernama:
- Reskyawan bin Amiruddin, lahir tanggal 1 November 1997;
- Rahmianti binti Amiruddin, lahir tanggal 7 September 1999;
- Eliana binti Amiruddin, lahir tanggal 11 Januari 2003;

Yusriadil bin Amiruddin, lahir tanggal 6 Agustus 2005;
- Maulid bin Amiruddin, lahir tanggal 6 Maret 2009;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
harmonis, namun pada sekitar bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa seijin dan
sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk
dan saat Tergugat kembali kerumah dalam keadaan mabuk, Tergugat
marah dan mengucapkan kata kata kasar;

6. Bahwa selama pernikahan, Tergugat jarang memberi uang untuk
Penggugat dan selama ini anak anak Penggugat dari almarhum suami
pertama Penggugat yang membiayai seluruh kebutuhan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras yang membuat Penggugat
merasa tidak nyaman dengan hal tersebut;

8. Bahwa apabila Tergugat marah, Tergugat sering mengucapkan kata kata
kasar, melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti
memukul dan bahkan mengancam akan membunuh Penggugat;

9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha sabar menghadapi sikap dan
perilaku Tergugat dan berharap agar Tergugat bisa berubah akan tetapi
sampai sekarang Tergugat tetap tidak bisa berubah;

10. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 5 September 2020 dimana Tergugat marah marah disebabkan
Penggugat menyuruh Tergugat pindah ke kamar tidur;
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11. Bahwa saat itu Tergugat kembali melakukan tindakan KDRT dengan
melempar parang ke arah Penggugat;

12. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali untuk melanjutkan
rumah tangga bersama Penggugat;

13. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri,
sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan
sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Masamba cg. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya

berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Ter-
gugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat un-
tuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Laila
Syahidan, S.Ag.,M.H. tanggal 26 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya
Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah
diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya
itu tidak disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah men-
gajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Bone Bone, XXXXXXXXX XXXX XXxxX, Nomor
286/39/X1/1996 Tanggal 22 November 1996. Bukti surat tersebut bermeterai
cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P)

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA., di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah
suami istri;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah
kediaman almarhum suami pertama Penggugat di XXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXHXHXXXXK, XXXXXXXXX XXXX XXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak
bulan Juni 2018;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah karena Tergugat minum-

minuman keras;
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- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat minum-minuman keras jenis
Ballo;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Tergugat ketika marah sering melempar barang-barang;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan
keluarganya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
September dan baru saja berlangsung selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin
komunikasi dengan baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian,
namun tidak berhasil;

- Bahwa sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA., di bawah sumpah, mem-
berikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah
suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Tergugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman
almarhum suami pertama Penggugat di XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXX;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka
tidak harmonis lagi;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bu-
lan Juni 2018;
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Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan suka
minum-minuman keras;

Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras;

Bahwa saksi sering melihat ataupun mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar bahkan sampai memukul Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi pernah
tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Tergugat juga tidak menafkahi anak-anaknya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
September 2020;

Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin
komunikasi dengan baik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdama-
ian, namun tidak berhasil;

Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan up-
aya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak
berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Ke-
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dua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jo Pasal 4 Perat-
uran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir
pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah
diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali
berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu
gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai
Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertangkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras
hingga mabuk dan saat Tergugat kembali kerumah dalam keadaan mabuk,
Tergugat marah dan mengucapkan kata kata kasar, selama pernikahan
Tergugat jarang memberi uang untuk Penggugat dan selama ini anak anak
Penggugat dari almarhum suami pertama Penggugat yang membiayai seluruh
kebutuhan Penggugat dan Tergugat memiliki watak yang keras yang membuat
Penggugat merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Bahwa apabila Tergugat
marah, Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar, melakukan tindakan
kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan bahkan mengancam akan
membunuh Penggugat akibatnya sejak bulan September 2020 antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan
selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
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tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa
Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 November 1996,
relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah
memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat
dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 November
1996 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Bone, XXXXXXXXX XXXX
xxxxX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau
orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat
yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering minum
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minuman keras, berlaku kasar kepada Penggugat serta tidak memberikan
nafkah yang layak bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga
sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan
tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

&
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
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sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pen
ggugat (PENGGUGAT);

3.  Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 512.000,00
(lima ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi,
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bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Sulastri
Suhani, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.
dan Fariq Al Faruqgie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Alfis Razak, S.E.l sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Rahmayani Nashihatun Aminah, Sulastri Suhani, S.H.I.
S.H.
Hakim Anggota

Farig Al Farugie, S.H.

Panitera Pengganti

Alfis Razak, S.E.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.  405.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
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6. Meterai : Rp. 6.000.00
Jumlah Rp. 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)
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